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ABSTRAK

. Nama : Jeffri Pri (NIM: 205150183).

. Judul Skripsi : Kepastian Hukum Mengenai Putusan Praperadilan Dalam
Menetapkan  Status Tersangka (Studi Kasus Putusan Nomor
24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel.).

. Halaman : ix + 106 + 78 + 2019.

D. Kata Kunci : Praperadilan, Hukum Acara Pidana.

. dsi;

Praperadilan merupakan bagian dari hukum acara pidana, yang diatur di
dalam KUHAP, khusunya pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Dalam
hal ini, hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan
praperadilan ini memiliki kewenangan yang sifatnya limitatif, sebagaimana
diatur dalam KUHAP dengan merujuk pada pasal-pasal yang telah
disebutkan. Munculnya Putusan Praperadilan Nomor
24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel., ini membawa suatu permasalahan hukum
dikarenakan isi daripada putusan tersebut adalah memerintahkan kepada
penyidik untuk menetapkan status tersangka kepada seseorang. Adapun
putusan tersebut berada di luar ruang lingkup objek praperadilan itu sendiri
sebagaimana diatur dalam KUHAP. Dalam meneliti masalah ini, penulis
menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahwa putusan
praperadilan tersebut memiliki kepastian hukum akan tetapi putusan
tersebut lebih condong kepada unsur keadilan serta kemanfaatan. Terhadap
putusan tersebut, adalah suatu kewajiban untuk melaksanakannya. Dalam
hal ini ada baiknya jika diatur juga mengenai sanksi atas tidak
dilaksanakannya putusan praperadilan terhadap pihak yang diperintahkan
oleh suatu putusan praperadilan, demi terwujudnya kepastian hukum
maupun unsur keadilan dan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang berperkara
dalam permohonan praperadilan.

. Acuan : 81 (1945 — 2019).
. Pembimbing
Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., M.P.A.

. Penulis
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